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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Tid.
THOMAS TRIKASIH LEMBONG

(BN )

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 21 Juni 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
17, Pasal 17A dan Pasal 17A.1 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den-
gan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Noemor

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu
ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pembayaran lu-
ran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Aki-
bat Keterlambatan Pembayaran luran Jaminan Kes-

ehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi-
onal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 4458);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No-
mor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik In-
donesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peruba-
han Ketiga atas Peraturan Presiden Republik In-
donesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62};

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan De-
wan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun
2016-2021; ; :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEM-
BAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEM-
BAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEM-
BAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturaq Badan Penyelenggara Jami-

nan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:
1.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa per-
lindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind-
ungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese-
hatan yang diberikan kepada setiap orang yang

. telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-
an yang selanjutnya disingkat BPJS. Kesehatan
adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny-

MUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

38

10.

11.

12.

elenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang as- |

ing yang bekeija paling singkat 6 {enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.

luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang
yvang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi
Keija, dan/atau Pemerintah untuk program Jami-
nan Kesehatan.

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disingkat PBl Jaminan Kesehatan
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu seb-
agai Peserta program Jaminan Kesehatan.
Pekerja adalah setiap'orang yang bekeija dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lain.

Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang
bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji
atau upabh. :
Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang
vang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pen-
gusaha, badan hukum atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja, atau penyeleng-

gara negara yang mempekerjakan pegawai negeri |

dengan membayar gaiji, upah, atau imbalan dalam |

bentuk lainnya.

Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diteri-
ma dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian
keija, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi Pekeija dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
vang telah atau akan dilakukan: )

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan ke-
sehatan yang digunakan untuk menyelenggara-
kan-upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

.promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif

yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Dae-
rah, dan/atau Masyarakat.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas

kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat spesialistik atau sub-
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lan-
jutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap
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18.

(1)

13.

14.

15.

16.

17.

di ruang perawatan khusus. ‘

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah
Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf
Khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Ang-
garan Pendapatan, Belanja Daerah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana djmaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. :

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

‘penyelenggara pemerintahan daerah.

Virtual Account adalah nomor rekening virtual

yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk

entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan
dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
Payment Point Online Bank yang selanjutnya
disingkat PPOB adalah kanal pembayaran iuran
Peserta yang disediakan oleh BPJS Kesehatan
sebagai alternatif pembayaran selain di bank.
Dokter Penanggung Jawab Pasien yang selanjut-
nya disingkat DPJP adalah dokter yang bertugas
mengélola rangkaian asuhan medis pasien pada
saat mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasili-
tas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Pasal 2
Setiap Peserta wajib membavyar iuran yang

besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari
upah atau suatu jumlah fominal tertentu.

BAB ||
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Pembayaran luran Jaminan Kesehatan dilakukan
oleh:
a. Pemerintah bagi Peserta PBl Jaminan Kese-
‘hatan;
b. Pemerintah Daerah bagi penduduk yang didaf-
tarkan oleh Pemerintah Daerah;

(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

c. Pemberi Kerja dan Pekerja bagi Peserta Peker-
ja Penerima Upah; dan
d. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta
bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tidak berlaku bagi:
a. penerima pensiun dari segmen:
1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan
hak pensiun;
2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang ber-
henti dengan hak pensiun;
3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak
pensiun; dan
4) janda, duda, atau anak yatim piatu dari
penerima pensiun sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ yang
mendapat hak pensiun.

'b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

Pembayaran iuran bagi Peserta sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah
dan penerima pensiun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran luran
Paragraf Kesatu
luran PBl Jaminan Kesehatan
Pasal 4
luran Peserta PBl Jaminan Kesehatan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dibayarkan setiap bulan oleh Menteri Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam menagihkan iuran Pgserta PBI Jaminan Ke-
sehatan setiap buian, BPJS Kesehatan menyam-
paikan surat tagihan dana iuran PBI kepada Ke-
menterian Kesehatan dengan dilampiri:
a. daftar perhitungan dana iuran PBI Jaminan
Kesehatan;

b. kuitansi/tanda terima; dan
surat . pernyataan tanggung ‘jawab mutlak
yang ditandatangani oleh Pejabat BPJS Kes-

(o]

ehatan.
Berdasarkan surat tagihan dana iuran sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), Kementerian Kese-
- hatan berkoordinasi dengan Kementerian Keuan-




(5)

(6)

(1)

(2)

]

{2)

(3

gan untuk mencairkan dana iuran PBI Jaminan
Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya
atas penggunaaan dana iuran PB| Jaminan Kes-
ehatan yang diterimanya.

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} diaudit oleh auditor independen.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Keuangan.

Ketentuan teknis mengenai tata cara penyediaan,
pencairan dan pertanggungjawaban dana iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

_ Paragraf Kedua
luran Penduduk yang Didaftarkan Oleh
Pemerintah Daerah
Pasal b

luran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh Pemerin-
tah Daerah.
Tata cara pembayaran iuran Peserta Penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan den-
gan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada
ketentuan terkait anggaran keuangan daerah.

Paragraf Ketiga
luran Pekerja Penerima Upah
Pasal 6
Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Peker-
janya, membayar iuran yang menjadi tanggung
jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada
BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepu-
iuh) setiap bulan.
Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
b. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaima-
na dimaksud pada ayat {2} huruf a terdiri atas:

a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah Daerah.

(4)

(5)

(m

(2)

(3)

{4)

(5}

{1)

(2)

(3)

{4)

(5}

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, membayarkan iuran jaminan kesehatan
Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Ang-
gota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerin-
lah Nun Pegawai Negeri Pusat.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, membayarkan iuran jaminan
kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Daerah.

Pasal 7
BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan iuran
Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat {4} kepada Pemerintah setiap bulan.

luran Peserta sebagaimana dimaksud daiam Pasal |

6 ayat (4) disetorkan melalui rekening kas negara
kepada BPJS Keséhatan sétiap bulan.

BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} melakukan
rekonsiliasi data dengan Kementerian Keuangan.
Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
Dalam hal hasil rekansiliasi data sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) terjadi- kurung atau lebih

pembayaran, kelebihan atau kekurangan pem-

bayaran tersebut akan diperhitungkan pada pem-
bayaran iuran berikutnya. v

Pasal 8
BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan iuran
Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat {5) kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
Pemerintah Daerah menyetorkan iuran Peserta

sebagaimana dimaksud dalam_ Pasal 6 ayat (5) -

melalui rekening kas negara kepada BPJS Kes-
ehatan setiap bulan.

BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
rekonsiliasi data dengan Pemerintah Daerah.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) |

dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} terjadi kurang atau lebih
pembayaran, kelebihan atau kekurangan pem-
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(1)

(2)

{3)

(4)

(8)

(6)

{1}

(2)

(1)

bayaran tersebut akan-diperhitungkan pada pem-
bayaran iuran berikutnya.

Pasal 9
Tata cara penghitungan, penyediaan, pencai-

ran dan pertanggungjawaban dana iuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Pasal 10
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
memungut iuran dari Pekerjanya, membayar iuran
yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor
juran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling
lambat tanggal 10 {sepuluh) setiap bulan.
BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan dan kew-
ajiban pembayaran kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara berupa lembar tagihan me-
lalui email dan/atau diakses melalui aplikasi online
yang disediakan BPJS Kesehatan.
Pembayaran Iluran Jaminan Kesehatan
agaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan me-
lalui nomor Virtual Account.
luran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk
lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

seb-

Keterlambatan pembayaran luran Jaminan Kese-
hatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dike-
nakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BPJS Kesehatan mengirimkan pemberitahuan
melalui email kepada Pemberi Kerja yang telah
melakukan pembayaran luran Jaminan Kesehat-
an.

Paragraf Keempat
luran Anggota Keluarga Yang Lain
‘Pasal 11 '
Setiap Peserta dapat mengikutsertakan anggota
keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya
dengan penambahan iuran.
Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimak-
sud bada ayat (1), yaitu anak ke-4 dan seterus-
nya, ayah, ibu, dan mertua.

Pasal 12
Besarar luran Jaminan Kesehatan bagi anggota

{2)

{1)

(2)

(3)

{1)

(2)

(3)

(4)

keluarga yang iain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 darii Peserta Pekerja Penerima Upah
ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Gaji
atau Upah Peserta Pekerja Penerima Upah per

orang per bulan. .

Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ang-
gota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diawali dengan pemberian surat
kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk
melakukan pemotongan tambahan iuran dan me-
nyetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui nomor
Virtual Account.

Paragraf Kelima
luran Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja
Pasal 13
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah membayar
luran Jaminan Kesehatan bagi dirinya beserta
anggota keiuarganya dan menyetorkannya ke-
pada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10.
{sepuluh) setiap bulan.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan melalui nomor Virtual Account yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan pada saat pendaf-
taran.
luran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk
lebih dari 1 {satu) bulan yang dilakukan di awal.

Pasal 14
luran Peserta Bukan Pekerja yang berasal dari
penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dibayar oleh pihak ketiga pem-
bayar pensiun. ]
Pihak ketiga pembayar pensiun sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) menyetorkan luran Jami-
nan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan melalui
rekening kas negara paling lambat tanggal 10
{sepuluh) setiap bulan.
luran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berasal dari:
a. pemotongan uang pensiun oleh pihak ketiga
pembayar pensiun dari Penerima Pensiun; dan
b. setoran iuran yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah.
BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran
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(5)

(6)

{7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

{3)

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) melakukan
rekonsiliasi data dengan Kementerian Keuangan

dan pihak ketiga pembayar pensiun.

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
Dalam hal hasil rekonsiliasi data sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) terjadi kurang atau lebih
pembayaran, kelebihan atau kekurangan pem-
bayaran tersebut akan diperhitungkan pada pem-
bayaran iuran berikutnya.

Tata cara penyediaan, pencairan dan pertang-
gungjawaban dana iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Per-
aturan Menteri Keuangan.

Pasal 15 .
Peserta Bukan Pekerja selain penerima pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
atau pihak lain atas nama Peserta, membayar lu-
ran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Bukan Pe-
kerja kepada BPJS Kesehatan paling lambat tang-
gal 10 {sepuluh) setiap bulan.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan melalui nomor Virtual Account yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan pada saat pendaf-
taran.
luran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk
lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

Bagian Ketiga
Kanal Pembayaran
Pasal 16

BPJS Kesehatan dalam memungut, mengumpul-
kan, menagih dan menerima luran Jaminan Kes-
ehatan dapat bekerjasama dengan pihak lain se-
bagai penyedia kanal pembayaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerjasama dalam memungut, mengumpulkan,
menagih dan menerima luran Jaminan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam perjanjian keija sama.

Pihak lain sebagai penyedia kanal pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

oleh BPJS Kesehatan dan diumumkan di media

fmassa.

{1} Kanal

(2)

(3)

Pasal 17
pembayaran luran Jaminan Kesehatan
dapat berupa:
a. Perbankan; atau
b. Non Perbankan.
Kanal perbankan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa layanan moda pem-

bayaran:

a. ATM {(Automatic Teller Machine);
b. EDC (Eletronic Data Capture}:

¢. Autodebet;

d. Teller,

e. SMS Bariking; atau

f. Internet Banking.

Kanal non Perbankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui
sistim PPOB.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis

pendaftaran, persyaratan dan pemilihan kanal pem-

bayaran luran Jaminan Kesehatan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan
Peraturan Direksi.

BAB llI

TATA CARA PEMBAYARAN TUNGGAKAN IURAN

(1)

(2)

(3)

DAN DENDA IURAN JAMTNAN KESEHATAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19
Peserta dan Pemberi Kerja, wajib membayar-uran
Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan pal-
ing lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran
luran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan
sejak tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), penjaminan Peserta diberhen-
tikan sementara.
Pemberhentian sementara penjaminan Peserta se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan
status kepesertaan aktif kembali apabila Peserta;
a. membayar iuran bulan tertunggak paling ban-

yak untuk waktu 12 (dua belas) buian; dan

b. membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin
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(4)

(1)

(2)

(3)

mengakhiri pemberhentian sementara jami-

nan. , i 0
Dalam hal Pemberi Keija belum membayarkan lu-
ran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan,
Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada
saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kese-
hatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan.

Pasal 20
Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
status kepesertaan aktif kembali sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 19 ayat (3), Peserta atau
Pemberi Kerja waijib membayar denda kepada
BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehat-
an rawat inap yang diperolehnya.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya
pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertung-
gak dengan ketentuané ‘
a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12
{dua belas} bulan; dan
b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00
{tiga puluh juta rupiah).
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan biaya pelayanan yang dihi-

_tung berdasarkan biaya yang terbentuk dari diag-

nosa akhir Peserta yang disampaikan oleh FKRTL.

Pasal 21

Peserta atau Pemberi Kerja yang telah

menunggak lebih dari atau sama dengan 12 (dua be-
las) bulan sebelum 1 Juli 20186:

{1}

pembayaran iuran bulan tertunggak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dihi-
tung paling banyak 12 (dua belas} bulan; dan
jumlah bulan tertunggak sebagai dasar perhitun-
gan denda pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, diperhitungkan
sejak 1 Juli 2016.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran luran Tertunggak
Pasal 22
Pembayaran tagihan iuran untuk pengaktifan

(2}

m

(2)

kembali status kepesertaan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19, dilakukan melalui:

a. nomor Virtual Account Peserta;

b. nomor Virtual Account Pemberi Kerja bagi
Peserta Pekerja Penerima Upah selain peny-
elenggara negara; atau

c. rekening kas negara kepada BPJS Kesehatan
bagi Peserta Pekerja Penerima Upah peny-
elenggara negara.

Pengaktifan kembali status kepesertaan di-

lakukan BPJS Kesehatan setelah pembayaran

diterima oleh Virtual Account atau rekening

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Bagian Ketiga
_Tata Cara Pembayaran Denda
Pasal 23 )
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dibayarkan sebelum Peserta mendapatkan Surat
Eligibilitas Peserta Rawat Inap di FKRTL dan di-
perhitungkan kembali kelebihan atau kekurangan-
nya setelah FKRTL menyampaikan diagnosa akhir

" Peserta.

Mekanisme pembayaran denda oleh Peserta atau

Pemberi Kerja, sebagai berikut:

a. Peserta datang ke FKRTL dengan membawa
dokumen rujukan rawat inap;

b. Dokumen rujukan rawat inap dikecualikan
bagi Peserta dengan kondisi gawat darurat;

c. Petugas BPJS Kesehatan  melakukan
pengecekan tunggakan di aplikasi SEP dan
melakukan koordinasi dengan FKRTL untuk
meminta diagnosa awal dari DPJP;

d. Petugas BPJS Kesehatan memasukkan diag-
nosa awal ke dalam aplikasi INA CBG untuk
memperoleh besaran biaya pelayanan semen-
tara;

e. Berdasarkan besaran biaya pelayanan semen-
tara, Petugas BPJS Kesehatan memberikan
nilai denda sementara dan mencetak tagihan
denda sementara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

f. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta
menandatangani surat pernyataan terkait per-
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(3)

(4)

(5}

{6)

hitungan atas selisih pembayaran denda se-
mentara;

g. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta
melakukan pembayaran tagihan denda se-
mentara;

h. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta
menunjukkan bukti pembayaran denda se-
mentara sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada. Petugas BPJS Kesehatan: '

i. Petugas di FKRTL melakukan pencetakan Su-
rat Eligibilitas Peserta; dan

j- Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.
Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen ruju-
kan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang untuk
selanjutnya mengikuti mekanisme sebagai beri-
kut:

a. Peserta datang ke FKRTL;

b. Peserta atau pihak fain atas nama Peserta

menandatangani dan menyerahkan surat per-.

nyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
c. Petugas di FKRTL melakukan pencetakan Su-
- rat Eligibilitas Peserta; dan

d. Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.

Dalam hal Peserta tidak mampu datang ke FKRTL

dalam kondisi gawat darurat:

a. Peserta dapat dilayani tanpa menunjukkan do-
kumen rujukan rawat inap;

b. surat keterangan dari instansi yang berwenang
wajib disampaikan seilambat-lambatnya 3x24
jam hari keija atau sebelum Peserta pulang
apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;

c. Petugas di FKRTL melakukan pencetakan Su-
rat Eligibilitas Peserta; dan

d. Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.

Pembayaran tagihan denda sementara seb-

agaimana dimaksud pada ayat {2}, dilakukan me-

lalui:

a. nomor Virtual Account Peserta: atau

b. nomor Virtual Account, atau rekening kas
negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekerja Pe-
nerima Upah.

Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak

melakukan pembayaran denda sebagaimana di-

maksud pada ayat (2} selambat-lambatnya 3x24

{1

(2)

(3)

(4)

(5)

{1}

(2)

{3)

jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apa-
bila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelay-
anan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS
Kesehatan.

Pasal 24
BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau
kekurangan pembayaran denda yang dilakukan
oleh Peserta atau Pemberi Kerja akibat selisih bi-
aya yang timbul dari hitungan diagnosa awal dan
diagnosa gkhir.

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran den-
- da sebagaimana dimaksud pada ayat {1), maka

biaya kekurangan diperhitungkan bersamaan den-

gan pembayaran tagihan iuran berikutnya.

Pembayaran sébagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilakukan dengan tata cara:

a. bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar-
kan secara sekaligus; dan

b. bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Bukan Pekerja dibayarkan secara sekal-
igus atau secara bertahap sejumlah 3 (tiga)
kali pembayaran.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2}, dilakukan melalui:

a. nomor Virtual Account Peserta; atau

b. nomor Virtual Account atau rekening kas
negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekerja Pe-
nerima Upah.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan

diberikan pengembalian dana yang telah dibayar-

kan.

Pasal 25

Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk

Peserta yang tidak mampu yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Peserta yang tidak mampu sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1), merupakan Peserta yang ter-

daftar dengan hak perawatan kelas I,

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau in-

stansi yang berwenang setempat yang menyatakan

Peserta sebagai orang tidak mampu sesuai dengan
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